BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR ¢ TAHUN 2017

TENTAN

ALIH FUNGSI|SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal

2,

3

4

pada Dinas Pendidikan dar'x Kebudayaan Kabupaten Bungo;
1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daer Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah | Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional| (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014/ Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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. Reraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

tandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
fegara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
clah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
’emerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
[edua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
cntang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 567 0);

eraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
/ajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 4863);

eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
engelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
emerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
tas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
ntang Pengelolaan ddn Penyelenggaraan Pendidikan
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
lomor 5157);

craturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
crangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih
Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Nonformal,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KERBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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10.

11.

13.Satuan Pendidik:

14.

15.

16.Program Pendidil

. Urusan Pemerint

. Kepala Dinas

. Sekretaris Dinas
Kabupaten Bungg.

menjadi hak dar
mengurus fungsi

rangka melindungi, melayani, member

masyarakat.

Bupati adalah Bul
Wakil Bupati adal
Sekretaris Daerah

Dinas Pendidikai
selanjutnya diseb
daerah kabupaty
pemerintahan dag
tugas pembantual

s
q

Kabupaten Bungq

Sanggar Kegiatar
pelaksana teknis
Pendidikan Non H

Kepala Satuan P¢

SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan N

dan Kebudayaan

Kelompok layai
pendidikan nonfqg

Kelompok Jabatg
yvang diberi tugas

kegiatan, sesuai flengan profesinya dalan

tugas dan fungsi

Program Pendidikan Nonformal selanjutn

memberdayakan
diselenggarakan
pendidikan

kemampuan peseé

adalah program

pemberdayaan
pendidikan keterampilan dan pelatihar
serta pendidikan

T

-fungsi tersebut yang

pati Bungo.
ah Wakil Bupati Bungo

en  yang bertanggung
erah Kabupaten di bida
n.

idalah Kepala Dinas

P>

adalah Sekretaris Din

b

1 Belajar yang selanjut
dinas Kabupaten yang
ormal.

'ndidikan Non Formal s

Kabupaten Bungo.

an Nonformal selanjutn
nan pendidikan yan
rmal.

, wewenang dan hak seq

UPTD Satuan PNF.

masyarakat melalui per

untuk anak wusia ¢

rta didik.

| adalah Sekretaris Daer

perempuan,

ahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
| kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan

menjadi kewenangannya dalam
dayakan, dan mensejahterakan

ah Kabupaten Bungo.

n dan Kebudayaan Kabupaten atau sebutan lainnya
ut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat

jawab melaksanakan urusan
ng pendidikan asas otonomi dan

Pendidikan dan Kebudayaan
as Pendidikan dan Kebudayaan

nya disingkat SKB adalah unit
dialih fungsikan menjadi Satuan

elanjutnya disingkat Satuan PNF
onformal pada Dinas Pendidikan

ya disingkat Satuan PNF adalah
g menyelenggrakan program

iIn Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara

cara penuh untuk melaksanakan
n rangka mendukung kelancaran

ya disingkat Program PNF dalam
ndidikan, kecakapan hidup yang
lini, pendidikan kepemudaan,
pendidikan  keaksaraan,
1 kerja, pendidikan kesetaraan,

lain yang ditujukan untuk mengembangkan

can Anak Usia Dini selanjutnya disebut program PAUD

pendidikan yang ditu;

ukan kepada anak sejak lahir



Dengan Peraturan
Pendidikan dan Ke
program pendidikan

Satuan PNF SKB sel
kerja dalam Daerah

(1) Susunan Organ
Kebudayaan, ter;
a. Kepala;
b. Urusan Tata |
c. Kelompok Jah
(2) Bagan Organisz
Kebudayaan s¢
tercantum dalaj
dengan Peratural

Satuan  PNF
menyelenggarakan

S

tugas dan penyelenggaraan administrasi d

yang berada di bawah dan bertanggung ja

SKB.

o s

BAB 1II
PENAMAAN
Pasal 2

Bupati ini ditetapkan
budayaan Kabupaten
nonformal.

BAB III
WILAYAH KE]
Pasal 3

pagaimana dimaksud dz
Kabupaten Bungo.

BAB IV
SUSUNAN ORGA
Pasal 4
isasi Satuan PNF SK
diri dari:
Jsaha; dan
patan Fungsional.

1si Satuan PNF SKB
bagaimana dimaksud

n Bupati ini.

program pendidikan

BAB VI

m lampiran sebagai |

TUGAS DAN FU
Bagian Pertar
Kepala Satuan PNF SKB

Satuan PNF SKB pada Dinas
Bungo, yang menyelenggarakan

RJA

lam Pasal 2, mempunyai wilayah

NISASI

B pada Dinas Pendidikan dan

pada Dinas Pendidikan dan
pada ayat (1) sebagaimana
bagian yang tidak terpisahkan

BAB V
KEDUDUKAN
Pasal 5
KB  berkedudukan |sebagai Satuan/Unit yang

nonformal, dalam pelaksanaan
ibantu oleh Urusan Tata Usaha
wab kepada Kepala Satuan FNP

NGSI

ma

Pasal 6



(2) Dalam melaksan

@)

(1)

Satuan PNF SKB

a. penyelenggara
b. penyelenggara

c. pelaksanaan fj

nonformal;

d. pelaksanaan d

peserta didik d
. pelaksanaan g

pembinaan, p
bawahan;

. pemberian sar
analisa kepads

. pelaksanaan
perintah atasa

Urusan Tata Us
yang berada di
PNF SKB, dan
Satuan dalam nf
dari SKB.

Dalam melaksa
Urusan Tata Usqg

a. pengelolaan
hubungan maj

b. pengelolaan
data/bahan pq

C. pemantauan f
kerja;

d. pelaksanaan t;
dengan bidang

-5-

akan tugas sebagaiman

an Program PNF SKB;

program pengabdian m)

lan pembinaan hubung
lan masyarakat;

engawasan dan evalua

tugas kedinasan lain
n.

Pasal 7

aha dipimpin oleh seor
bawah dan bertanggur
mempunyai tugas me
1ienjalankan tugas admi

nakan tugas sebagain
ha menyelenggarakan fi

ketatausahaan, rumal
syarakat;

rusan surat menyuraf
rnyusunan kebijakan;

)engendalian, evaluasi ¢

igas lain yang diberikaz
tugasnya.

Pasal 8

Kelompok jabataj

n funesional sebagcaima!

Bagian Kedua

Bagian Ketig

a dimaksud pada ayat (1), Kepala

menyelenggarakan fungsi:

an program percontohan pendidikan nonformal;

asyarakat di bidang pendidikan

an kerjasama dengan orang tua

dministrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB;

si terhadap pelaksanaan tugas

an dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan
| atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

sesuai dengan petunjuk dan

Urusan Tata Usaha

rang Kepala Urusan Tata Usaha
1g jawab kepada Kepala Satuan
mbantu sebagian tugas Kepala
inistrasi Satuan PNF alih fungsi

r1ana dimaksud pada ayat (1)
Lungsi:

n tangga, perlengkapan dan
[, kearsipan dan pengumpulan
lan pelaporan terhadap program

1 Kepala Satuan PNF SKB sesuai

a

Kelompok Jabatan Fungsional

na dimakstuid dalam Pasal 4 avat



(2)| Setiap Kelompok
dipimpin oleh se
tenaga fungsiong
Dinas dan bertan

(3) Kelompok Jabatg
jabatan fungsion
tugasnya.

(1) Kepala Satuan PN
menerapkan prin
lingkungan unit
dan Kebudayaan|

(2) Dalam melaksan
dengan Bidang P
pada kebijakan

ketentuan peraturan Perundang-undang:

(8) Untuk menduky
kegiatan sebagai
komunikasi terbuy

(1) Dalam rangka pe

(2) Hasil pelaksanag
formal menjadi t3
tertentu yang bd
berlaku menjadi t

(1) Kepala Satuan P

sedikit setiap 3

Kebudayaan Kabq
baik sebagian ata
(2) Setiap laporan se|
sebagai bahan ps

Kebudayaan.

-6-
Jabtan Fungsional seh
orang tenaga fungsiona

1l yang ada di lingkung;
1Iggung jawab kepada Ke

in Fungsional terdiri das
al yang terbagi dalam
BAB VII
TATA KERJ!
Pasal 9

VF SKB dalam melaksan
sip koordinasi, integra
kerja Satuan PNF atau

akan tugasnya Kepala

yang ditetapkan oleh

mana dimaksud pada

Pasal 10

la bawahannya;

n tugas sebagaimana
anggung jawab Kepala
rrsifat fungsional dan
anggung jawab yang be

Pasal 11

(tiga) bulan kepada

u seluruhnya,;

enyusunan laporan ole

embinaan PAUD dan Pe

ing kelancaran koord

ka baik formal maupun

tlaksanaan tugas dan f
wajib menjabarkan dan mengatur
operasional kepag

NF SKB wajib menyan

hpaten berkenaan dengs

bagaimana dimaksud p

agaimana tersebut pada ayat (1)
1 senior yang ditunjuk di antara
an Satuan PNF SKB oleh Kepala
pala Satuan PNF SKB.

i sejumlah tenaga dalam jenjang
kelompok sesuai dengan bidang

lakan tugas dan fungsinya, wajib
si, dan sinkronisasi baik dalam
di lingkungan Dinas Pendidikan

Satuan PNF SKB berkoordinasi
=ndidikan Nonformal didasarkan
Kepala Dinas sesuai dengan
an yang berlaku.

inasi pelaksanaan tugas dan
ayat (1) dikembangkan sistem
informal.

ungsi, Kepala Satuan PNF SKB
pembagian tugas teknis dan

dimaksud pada ayat (1) secara
Satuan PNF SKB, kecuali tugas
atau menurut ketentuan yang
rsangkutan.

1paikan laporan berkala, paling
Kepala Dinas Pendidikan dan
an pelaksanaan tugas dan fungsi

ada ayat (1) dapat dipergunakan

h Kepala Dinas Pendidikan dan

Pasal 12



(2) Dalam hal Kep|
bersamaan berh
tugas teknis
Pendidikan dan

(1) Penjabaran urai:
Bupati ini ditin
pengendalian inf

a. Rincian tuga
(output);

b. Proseglur dan

¢. Pola hubunga|

(2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentu:

ayat (1), Urusafg
dibahas bersamj
SKB.

PH

(1) Pengangkatan d

ala Satuan PNF SKB
lalangan atau berada d
dan operasional
Kebudayaan melalui Sel

an tugas dan fungsi seb
daklanjuti oleh Kepala

<7

dise

Pasal 13

ern secara memadai, m.

8 dan beban kerja se

alur kerja serta pemros

n kerja dan mitra kerja

p Tata Usaha meyiapk
3, dan hasilnya dilapor

BAB VIII
INGANGKATAN DAN PE

Pasal 14

An  pemberhentian Kep

oleh Kepala Dinals Pendidikan dan Kebuc

(2) Pengangkatan ds

Dinas Pendidikin dan Kebudayaan

Pendidikan dan

Segala biaya yang ti
dibebankan pada A

Bungo dan sumber

Perundang-undanga|

Pada saat Peraturan Riinati in: herlal-q

an pemberhentian Urus
ebudayaan.

BAB IX

PEMBIAYAA

Pasal 15
mbul sebagai akibat dit

.

BAB X

Pasal 16

inggaran Pendapatan ¢
lainnya yang sah sesu

KETENTUAN PEN

dan Urusan Tata Usaha secara
i luar daerah maka pelaksanaan
rahkan kepada Kepala Dinas

kretaris Dinas.

agaimana diatur dalam Peraturan

Satuan PNF SKB dalam rangka
eliputi:

hari-hari serta wujud keluaran

csan dokumen dan informasi;
teknis.

an sebagaimana dimaksud pada
an rancangan untuk dikaji dan
kan kepada Kepala Satuan PNF

MBERHENTIAN

ala Satuan PNF SKB dilakukan
layaan Kabupaten Bungo;

an Tata Usaha Satuan PNF pada
ditetapkan oleh Kepala Dinas

N

ctapkannya Peraturan Bupati ini
lan Belanja Daerah Kabupaten
lai dengan ketentuan Peraturan

UTUP
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta

Agar setiap orang mengetahuinya, memerir
Bupati ini dengan penempatannya dalam B

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 -1 % ~- 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

~

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TA

.-

Pasal 17

|

nggal diundangkan.

itahkan pengundangan Peraturan
erita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal f= 3= 200%
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